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KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rakhmat dan
Hidayah NYA sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini
dengan lancar.

Laporan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk dinyatakan lulus dari
Program Studi D3 Akuntansi FEB UTY. Laporan ini merupakan hasil
pengamatan penulis selama melakukan praktik kerja di KPP Pratama Bantul
terhadap Sistem Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan
PP No. 46 Tahun 2013. Prosedur pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi atas
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mengganggu jalannya prosedur pengawasan ini. Untuk mengatasi kelemahan
tersebut, dalam laporan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat
dimanfaatkan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Bantul.

Penulis mampu menyelesaikan tulisan ini atas bantuan berbagai pihak.
Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: Kaprodi D3 Akuntansi Bpk.
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Pratama Bantul. Ibu Fran Sayekti selaku dosen pembimbing. Selain itu, penulis
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memberi semua kebutuhan penulis untuk menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara, sahabat dan teman-
temanserta semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir
ini. Tentunya penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah penulis
terima, semoga amal kebaikan semuanya mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Laporan tugas akhir ini tentunya belum merupakan hasil yang sempurna,
untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran untuk
perbaikan laporan ini. Serta mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam proses
penulisan hasil akhir laporan ini ada pihak-pihak yang tidak berkenan

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, September 2017
Penulis,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah Satu syarat kelulusan pada Program Studi Diploma 3 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta adalah
praktik kerja. Praktik kerja ini merupakan kesempatan mahasiswa untuk
menambah ilmu pengetahuan baik materi maupun praktik yang belum pernah
didapat di kelas. Praktik kerja menambah wawasan pengetahuan serta
pengalaman kerja yang dapat menjadi bekal mahasiswa untuk masuk di dunia
kerja yang sesungguhnya. Selain itu juga sebagai cara mahasiswa
membangun relasi dengan institusi, lembaga, maupun perusahaan dimana
mahasiswa tersebut melakukan praktik kerja.

Penulis melakukan praktik kerja di KPP Pratama Bantul yang beralamat
di JI. Urip Sumoharjo No. 7 Gose Bantul mulai tanggal 3 April s/d 24 Mei
2017. Alasan penulis melakukan Praktik Kerja di KPP Pratama Bantul karena
penulis ingin mengetahui prosedur atau mekanisme yang dilakukan KPP
Pratama Bantul setelah pihak aparatur pajak menerima SPT WPOP hingga
pada proses pengawasan.

Pada saat melakukan praktik kerja di KPP Pratama Bantul, penulis
ditempatkan pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Seksi ini memiliki
peran penting dalam hal pelayanan, penyuluhan dan pengawasan terhadap

Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang baru terdaftar 1 (satu) tahun pajak



berjalan. Saat ini masih banyak Wajib Pajak yang belum paham akan hak
dan kewajibannya setelah terdaftar menjadi Wajib Pajak dan memiliki
NPWP. Ketidakpahaman Wajib Pajak ini yang membuat mereka belum patuh
dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Salah satu fungsi KPP Pratama Bantul yaitu melaksanakan registrasi
Wajib Pajak. Pihak yang ingin memiliki NPWP sekaligus terdaftar sebagai
Wajib Pajak berkewajiban memenuhi persyaratan pendaftaran dengan
mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi.
Fungsi lainnya yaitu melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak. Fungsi pengawasan ini dilakukan oleh seksi-seksi yang ada
pada struktur KPP Pratama Bantul. Salah satu seksi yang ditunjuk sebagai
pelaksana pengawasan perpajakan yaitu Seksi Ektensifikasi dan Penyuluhan.

Setiap Wajib Pajak yang sudah terdaftar memiliki hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai
dengan self assessment system wajib melakukan sendiri perhitungan,
pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Untuk meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak, maka KPP Pratama Bantul melakukan pengawasan terhadap
Wajib Pajak khususnya WPOP baru terdaftar termasuk usahawan yang
dikenai PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pada laporan praktik kerja ini, penulis lebih berfokus pada prosedur

pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Bantul khususnya oleh



Account Representative (AR) pada seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan bagi
Wajib Pajak Orang Pribadi baru yang dikenakan PPh PP No. 46 Tahun 2013.
Laporan praktik kerja ini membahas bagaimana prosedur pengawasan bagi

WPOP yang dikenai pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013.

PP No. 46 Tahun 2013 adalah jenis pajak penghasilan yang perhitungan
pajaknya sangat sederhana yaitu 1% dari omzet. Jenis pajak ini berlaku untuk
Wajib Pajak yang menjalankan kegiatan usaha dengan omset sampai dengan
Rp 4,8 miliar. Walaupun perhitungannya sudah sangat sederhana, namun
dalam pelaksanaannya masih banyak Wajib Pajak usahawan dari seluruh
Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Bantul yang belum patuh
melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar dan melapor pajaknya.
Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target
penerimaan pajak. Bila tingkat kepatuhan masih rendah, maka fungsi pajak
sebagai sumber utama penerimaan negara tidak berjalan dengan baik. Hal ini
mendorong pemerintah khususnya KPP Pratama Bantul untuk lebih
mengupayakan pelaksanaan prosedur pengawasan terhadap Wajib Pajak yang

tidak patuh guna membangun kepatuhan menuju masyarakat sadar pajak.

. Tujuan

Tujuan dilakukannya penulisan Laporan Praktik Kerja di KPP Pratama
Bantul adalah untuk memaparkan prosedur pengawasan Wajib Pajak Orang
Pribadi baru yang dikenakan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima
yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh Account Representative (AR) pada Seksi



Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Bantul, serta mengetahui

jumlah Wajib Pajak terdaftar yang dikenai PPh PP No. 46 Tahun 2013 di

KPP Pratama Bantul.

C. Manfaat

1. Bagi Penulis

a.

e.

Untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Diploma-3
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi
Yogyakarta.

Melatih kesiapan mental dan diri sebelum masuk ke dunia kerja yang
sesungguhnya.

Sebagai sarana dalam memperluas pegetahuan khususnya pada
bidang perpajakan.

Menambah wawasan tentang prosedur pengawasan kepatuhan wajib
pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Bantul.

Membangun relasi dengan pihak KPP Pratama Bantul

2. Bagi Universitas

a. Laporan Praktek Kerja ini dapat menjadi referensi di perpustakaan

untuk generasi selanjutnya dan menambah pengetahuan serta
wawasan tentang sistem pengawasan kepatuhan wajib pajak oleh

KPP Pratama Bantul.

3. Bagi Instansi

a. Membantu karyawan dan karyawati dalam menyelesaikan tugas di

KPP Pratama Bantul



b. Dapat memberikan penilaian maupun saran demi perbaikan sistem

yang lebih baik dan efektif.
D. Sistematika Pembahasan
Secara sistematis, penulisan laporan praktek kerja terdiri dari empat bab
yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengapa dilakukan praktek kerja di suatu

perusahaan berikut tujuan dan manfaat yang didapat. Pendahuluan

terbagi dalam 4 sub bagian. Adapun sub bagiannya sebagai berikut:

a. Latar Belakang
Menjabarkan alasan dilakukannya Praktik Kerja pada suatu
perusahaan atau instansi, mengapa melakukan praktek kerja di KPP
Pratama Bantul dan alasan pemilihan instansi tersebut. Pada bab ini
juga menjelaskan sedikit ringkasan penulisan laporan sesuai dengan
judul yang diusung.

b. Tujuan
Memaparkan tujuan penulisan Laporan Praktik Kerja pada KPP
Pratama Bantul dengan judul “Prosedur Pengawasan Wajib Pajak
Orang Pribadi Atas Pajak Penghasilan PP No. 46 Tahun 2013 Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul”.

c. Manfaat
Menguraikan manfaat yang diperoleh penulis selama melakukan

Praktik Kerja di KPP Pratama Bantul.



d. Sistematika Pembahasan
Menguraikan tentang urutan bab yang akan dibahas pada Laporan
Praktek Kerja secara ringkas.
2. Bab Il Gambaran Umum Instansi
Bab ini menguraikan tentang segala hal yang berkaitan dengan instansi
dimana penulis melakukan praktek kerja. Terdapat 3 sub bab dalam bab
ini, yaitu:
a. Deskripsi Instansi
Mendiskripsikan tentang jenis, bentuk badan hukum dan
kepemilikan, lokasi, jangkauan layanan, dan jumlah karyawan pada
KPP Pratama Bantul
b. Sejarah Berdirinya Instansi
Menjelaskan tentang sejarah awal berdirinya KPP Pratama Bantul.
c. Struktur Organisasi
Menggambarkan bagan organisasi dan menguraikan deskripsi
jabatan pada KPP Pratama Bantul.
3. Bab Il Pembahasan Masalah
Menguraikan tentang pemahaman penulis selama melakukan praktek
kerja di KPP Pratama Bantul. Bab ini juga berisi tentang permasalahan
yang diambil sebagai topik pembahasan dalam laporan ini, yaitu
“Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pajak
Penghasilan PP No. 46 Tahun 2013 Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bantul”.



4. Bab IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran penulis untuk KPP Pratama Bantul.
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GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul
1. KPP Pratama
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu dari Unit

Kantor Operasional DJP. DJP sendiri terbagi atas Unit Kantor Pusat dan

Unit Kantor Operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP),

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan

Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Pusat Pengolahan Data dan

Dokumen Perpajakan (PPDDP). Unit KPP dibedakan terhadap

administrasi dari macam-macam segmentasi Wajib Pajak. Unit KPP

tersebut antara lain:

a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasi Wajib Pajak besar
nasional;

b. KPP Madya, khusus mengadministrasi Wajib Pajak besar regional dan
Wajib Pajak besar khusus meliputi badan dan orang asing, penanaman
modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan

c. KPP Pratama, khusus menangani Wajib Pajak lokasi

2. KPP Pratama Bantul
KPP Pratama Bantul merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama
yang berada di wilayah Bantul yang beralamat di JI. Urip Sumoharjo No.

7 Gose Bantul. Gedung KPP Pratama Bantul berdiri di atas tanah seluas



1.951 m?, dengan luas bangunan 575 m?. Gedung ini terletak di pusat
kota sehingga mempermudah akses Wajib Pajak, serta dekat dengan
pusat pemerintahan sehingga akan lebih mempermudah koordinasi
dengan instansi terkait.

KPP Pratama Bantul berdiri sejak Oktober 2007. Dasar hukum
pendirian KPP ini adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-
141/PJ/2007. Kantor ini merupakan gabungan antara KPP Yogyakarta I,
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB), serta Kantor
Pemeriksaan (Karikpa). Wilayah kerja KPP Pratama Bantul adalah
Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul beribukota di Kota Bantul yang
berjarak sekitar 15km ke arah selatan dari pusat kota Yogyakarta. Luas
Wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 ha, terbagi menjadi 17
kecamatan, 75 desa dan 933 pedukuhan.

KPP Pratama Bantul memiliki tugas melaksanakan penyuluhan,
pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), serta Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah wewenangnya. Jenis

Pelayanan atau fungsi KPP Pratama Bantul yang lain, yaitu:

a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan
subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;

b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;



10

c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan
dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat
lainnya;

d. Penyuluhan perpajakan;

e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;

f. Pelaksanaan ekstensifikasi;

0. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;

I. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

J. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;

k. Pelaksanaan intensifikasi;

I.  Pembetulan ketetapan pajak;

m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan; dan

n. Pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 55/PMK.01/2007, yang terakhir diubah dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja
instansi horizontal Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Kepala Kantor
dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dibantu oleh Account

Representative (AR), Pelaksana, maupun Juru Sita.
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Berikut merupakan tugas setiap seksi, mulai dari Kepala Kantor
hingga Pemeriksa:
a. Kepala Kantor

Kepala KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan:

1) Penyuluhan, pelayanan dan pengawasan administrasi pemeriksaan
sederhana; dan

2) Penerapan terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam
wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

b. Sub. Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,

keuangan, tata usaha dan rumah tangga kantor. Tugas Kepala Sub

Bagian Umum adalah:

1) Pelaksanaan tugas di bidang administrasi penerimaan pengiriman
surat-surat serta pelaksanaan tugas bendaharawan;

2) Mendistribusikan  surat-surat masuk kepada seksi yang
bersangkutan dan pengiriman surat-surat keluar kepada instansi
yang terkair;

3) Mengkoordinasikan dan  mengawasi  pelaksanaan tugas
bendaharawan rutin;

4) Memberi nasehat dan menegakkan disiplin kepada pegawai; dan
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5) Memberi penilaian atas pelaksanaan pekerjaan pegawai.
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
Tugas Seksi PDI adalah:
1) Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data;
2) Penyajian Informasi perpajakan;
3) Perekaman dokumen perpajakan;
4) Merekam Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3;
5) Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN;
6) Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21;
7) Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 23/26;
8) Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Final Pasal 4;
9) Melakukan urusan tata usaha peneriman perpajakan;
10) Memberikan pelayanan dukungan teknis computer;
11) Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling; dan
12) Penyiapan laporan kinerja organisasi.
d. Seksi Pelayanan
Tugas Seksi Pelayanan adalah:
1) Mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum
perpajakan;
2) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;
3) Menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan (SPT) serta
penerimaan surat lainnya;

4) Memberikan penyuluhan Wajib Pajak;



€.

f.

5)

6)

14

Melaksanakan registrasi Wajib Pajak; dan

Melakukan urusan kearsipan Wajib Pajak.

Seksi Penagihan

Tugas Seksi Penagihan adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan
aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak;
Melakukan penerbitan surat tagihan, surat paksa, surat perintah
melakukan penyitaan;

Melakukan penyitaan, usulan lelang dan penagihan lainnya;
Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
(SPPSS);

Memberitahukan Surat Paksa;

Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah

penyanderaan.

Seksi Pemeriksaan

Tugas Seksi Pemeriksaan adalah:

1)

2)

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan;

Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan; dan

3) Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Tugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan adalah:

1) Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan;



2)
3)
4)

5)

6)
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Pendataan objek dan subjek pajak;

Memberikan Penyuluhan Wajib Pajak;

Melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak baru;

Penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

Pembentukan dan pemuktahiran basis data nilai objek pajak

dalam menunjang ekstensifikasi.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melaksanakan pengawasan kepatuhan perpajakan terhadap Wajib
Pajak;

Membimbing/menghimbau kepada Wajib Pajak dan konsultasi
teknik perpajakan;

Melakukan penyusunan profil Wajib Pajak;

Menganalisis kinerja Wajib Pajak;

Memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak tentang ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan; dan

Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka

melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil keputusan.

I.  Fungsional Pemeriksaan dan Penilai

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan

Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung

kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Dalam
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melaksanakan  pekerjaannya, Pejabat Fungsional pemeriksa
berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan.
4. Sumber Daya Manusia
Pada saat ini pegawai yang ada di KPP Pratama Bantul berjumlah 95
orang, dengan komposisi susunan terdiri dari sembilan seksi dan satu
fungsional pemeriksa pajak. SDM pada KPP Pratama Bantul sebagaimana

digolongkan berdasarkan fungsi disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Komposisi SDM Berdasarkan Fungsi

No | Nama Seksi KaKap | KaSi | AR | Pelaksana | Juru Sita | Jumlah
1. | Kepala Kantor 1 1
2. | Sub. Bagian Umum 1 8 9
3. | Seksi PDI 1 8 9
4. | Seksi Pelayanan 1 8 9
5. | Seksi Penagihan 1 5 2 8
6. | Seksi Pemeriksaan 1 4 5
7. | Seksi  Ekstensifikasi 1 2 5 8

dan Penyuluhan
8. | Seksi Waskon | 1 7 1 9
9. | Seksi Waskon 11 1 9 10
10. | Seksi Wakon 111 1 9 10
11. | Seksi Waskon 1V 1 9 10
12. | Fungsional Pemeriksa 7 7

dan Penilai

Jumlah 1 10 36 46 2 95

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bantul

Berdasarkan data pada tabel 2.1, komposisi SDM paling banyak
adalah Pelaksana yang berjumlah 46 orang, karena tugas utama Pelaksana
adalah membantu Kepala Seksi melaksanakan tugas pada masing-masing

seksi. Kemudian yang kedua yaitu Account Representative (AR) yang
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berjumlah 36 orang, karena mengingat tugas Account Representative (AR)
yaitu mengawasi seluruh Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Bantul.
Selain dikelompokkan berdasarkan fungsi, SDM di KPP Pratama
Bantul juga dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan. Mulai dari
tingkat SMA hingga Pasca Sarjana. Komposisi susunan pegawai juga

digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai

No. Keterangan Tingkat Pendidikan Jumlah | Prosentase (%)
1. | Pasca Sarjana 15 15,78

2. | Sarjana 39 41,05

3. | Diploma IV 3 3,15

4. | Diploma Il 18 18,94

5. | Diplomal 15 15,78

6. | Sekolah Menengah Atas (SMA) 5 5,26

Jumlah 95

Sumber: Seksi Sub. Bagian Umum KPP Pratama Bantul

Berdasarkan data pada tabel 2.2, saat ini jJumlah SDM paling banyak
di KPP Pratama Bantul adalah pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana
dengan jumlah 39 orang atau 41,05%. Bila dibandingkan dengan jumlah
seluruh pegawai di KPP Pratama Bantul yg berjumlah 95 orang, jumlah
Sarjana hampir mencapai setengahnya. Kemudian pada urutan kedua yaitu
pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma Il yang berjumlah 18 orang
atau 18,94%. Jumlah Pasca Sarjana sama dengan jumlah Diploma | yaitu
15 orang atau 15,97%. Selanjutnya tingkat SMA dengan jumlah 5 orang
atau 5,26%. Dan jumlah terendah yaitu pegawai dengan tingkat pendidikan

Diploma | yaitu 3 orang atau 3,15%.
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5. Visi, Misi, Moto dan Janji Pelayanan KPP Pratama Bantul
Visi Pelayanan: Menjadi Kantor Pelayanan Pajak modern yang
memberikan pelayanan prima berlandaskan integritas dan profesionalisme
untuk memberikan kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan.
Misi Pelayanan: Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak untuk
mengamankan penerimaan negara dengan memberikan pelayanan yang
prima.
Janji Pelayanan: Memberikan pelayanan prima untuk memberikan
kepuasan.
Moto Pelayanan: Moto pelayanan KPP Pratama Bantul adalah PUAS.
Prima (P): selalu memberikan pelayanan prima kepada semua Wajib
Pajak.
Utama (U): mengutamakan dan siap membantu Wajib Pajak Sesuai
dengan peraturan yang berlaku serta tetap berpedoman pada kode etik.
Akurat (A): memberikan pelayanan dan informasi yang akurat sesuai
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Sesuai SOP (S): memberikan pelayanan sesuai  dengan Standard
Operating Procedures (SOP) yang telah ditetapkan.

B. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada KPP Pratama Bantul
Pengertian Ekstensifikasi menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak
Nomor Per-35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang cara Ektensifikasi,
Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam

rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan
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Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kegiatan Ekstensifikasi dilakukan oleh KPP
Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Pada tahun 2014 nama Seksi Ekstensifikasi diubah menjadi Seksi
Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebagaimana fungsi dan pelaksanaannya
ditambah dengan adanya kegiatan penyuluhan. Namun dalam pelaksanaan
kegiatan penyuluhan dalam uraian jabatan Seksi Ektensifikasi dan
Penyuluhan baru dimulai dan dipertegas kegiatannya pada tahun 2015.
1. Sumber Daya Manusia
Seksi Ekensifikasi dan penyuluhan di KPP Pratama Bantul dikepalai
oleh seorang Kepala Seksi yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim
Penyuluhan dan dibantu oleh 2 orang Account Representative (AR) dan 5
orang pelaksana. Data SDM pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

KPP Pratama Bantul disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
SDM Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

No. Nama Posisi Jabatan | Tingkat Pendidikan
1. | Sunarna Kepala Seksi Pasca Sarjana
2. | Hery Prasetiyo AR Sarjana

3. | Agus Nugroho AR Sarjana

4. | Niken Pratiwi Pelaksana Sarjana

5. | Ika Hariyanti Pelaksana Sarjana

6. | Dionisius Andi Radhianto Pelaksana Sarjana

7. | Adrian Wijaya Pelaksana Sarjana

8. | Irfan Fauzi Pelaksana Sarjana

Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Bantul 2016
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2. Tugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Dalam melayani Wajib Pajak, Seksi Ektensifikasi dan Penyuluhan
didasari oleh tugas dari KPP Pratama Bantul. Tugas Seksi Ekstensifikasi
dan Penyuluhan yaitu:

1) Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan;

2) Pendataan objek dan subjek pajak;

3) Memberikan penyuluhan Wajib Pajak;

4) Melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak baru;

5) Penilaian objek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku; dan

6) Pembentukan dan pemuktahiran basis data nilai objek pajak dalam

menunjang ekstensifikasi.

Fungsi pengawasan pada KPP Pratama hanya dilakukan oleh Seksi
Pengawas dan Konsultasi (Waskon), tetapi pada kenyataanya Seksi
Ektensifikasi dan Penyuluhan juga berperan dalam fungsi tersebut. Seksi
Pengawas dan Konsultasi bertugas melaksanakan prosedur pengawasan
terhadap Wajib Pajak terdaftar lebih dari 1 (satu) tahun pajak, sedangkan
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan bertugas memberikan penyuluhan serta
melaksanakan prosedur pengawasan perpajakan kepada Wajib Pajak baru
terdaftar dalam 1 (satu) tahun pajak. Wajib Pajak baru disini adalah Wajib
Pajak yang memperoleh penghasilan tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1

(satu) tahun pajak.
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C. Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Bantul

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

Data yang diperoleh penulis dari Seksi PDI pada KPP Pratama Bantul
tahun 2015, Wajib Pajak terdaftar mencapai 95.000 orang, sedangkan di
tahun 2016 mencapai 119.810 Wajib Pajak terdaftar. Berdasarkan hasil
sensus penduduk Kabupaten Bantul tahun 2010, jumlah penduduk sebanyak
1.035.635 jiwa atau 262.766 Kepala Keluarga (KK). Jumlah Wajib Pajak dan

jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2015/2016 disajikan dalam tabel

2.4.
Tabel 2.4
Prosentase Wajib Pajak Terdaftar 2015/2016
Tahun Jumlah Jumlah WP Prosentase
Penduduk Terdaftar (%)
2015 1.035.635 95.000 9,17%
2016 1.035.635 119.810 11,56%

Sumber: Seksi Ektensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Bantul

Berdasarkan data dari tabel 2.4, prosentase Wajib Pajak terdaftar pada
tahun 2015 yaitu sebesar 9,17%, sedangkan prosentase pada tahun 2016
sebesar 11,56%. Artinya, dari tahun 2015 hingga tahun 2016 prosentase

Wajib Pajak baru terdaftar mengalami kenaikan sebesar 2,39%.
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Saat ini Dirjen Pajak sedang mengoptimalkan upaya penggalian potensi
Wajib Pajak dengan mengidentifikasi potensi penerimaan pajak dari
masyarakat yang belum memiliki NPWP. Penggalian potensi ini berdasarkan
peta zonasi potensial Wajib Pajak sewilayah Kabupaten Bantul.

Salah satu sumber penerimaan pajak terbesar berasal dari Pajak
Penghasilan (PPh) baik PPh Migas maupun PPh non Migas. PPh yang diatur
pada PP No. 46 Tahun 2013 termasuk ke dalam PPh non Migas. Ketentuan
subjek pajak yang diatur dalam PP ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau
Badan yang dikenakan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto yang
dimaksud tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Untuk lebih jelasnya, penulis menyajikan Data Penerimaan Negara

yang Bersumber dari Pajak tahun 2014 s/d 2015 pada Gambar 2.2.

Penerimaan Perpajakan 1.246,10 500,3 40,1 1.489,30 484,1 32,5
I. PPH Migas 83,9 374 44,6 40,5 24,2 48.8
II. Pajak Non-Migas 988.3 388,7 39,3 1.22470 3946 31,7

a, PPh Non-Migas 486,5 388,7 39,3 1.244.70 394,56 31,7
b. Pajak Pertambahan Nilai 473,86 162,5 34,2 5765 149.4 25,9
. Pajak Bumi dan Bangunan 21,7 0,9 4.2 26,7 0,5 1.7
d. Pajak Lainnya 3.2 2,3 43,4 11,7 2,3 19,3
III. Bea dan Cukai 1737 74,2 42,7 195 63,3 33,5
a, Cukai 1175 53,2 45,3 1435,7 409 34,2
b. Bea Masuk 35,7 144 40,5 37.2 13.6 36,7
c. Bea Keluar 20,6 6,6 31,9 12,1 1.7 14,2

Sumber: Kemenkeu
Gambar 2.2
Penerimaan Negara yang Bersumber dari Pajak

Berdasarkan data dari gambar 2.2, Penerimaan yang dianggarkan pada

APBNP pada tahun 2014 dari PPh Non Migas adalah 988,5 dan prosentase
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realisasi PPh Non Migas sebesar 39,3 dari realisasi APBNP yaitu 388,7.
Sedangkan di tahun 2015 PPh Non Migas yang dianggarkan sebesar 1.224,70
lalu terealisasi sebesar 394,6 dengan prosentasi realisasi nya yaitu 31,7%.
Artinya, pendapatan negara yang bersumber dari pajak mengalami penurunan

di tahun 2015 sebesar 7,6%.
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BAB IlI

PEMBAHASAN

A. Aktivitas Magang

Penulis melakukan praktik kerja di KPP Pratama Bantul Jalan Urip
Sumoharjo No. 7 Gose, Bantul mulai tanggal 3 April s/d 24 Mei 2017.
Aktivitas magang dilakukan pada hari Senin s/d Jum’at dengan jam kerja dari
jam 07.30 s/d 16.00 WIB.

Selama melakukan praktik kerja penulis ditempatkan di Seksi
Ektensifikasi dan Penyuluhan. Seksi ini bertugas melayani pembuatan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
serta melakukan pengawasan terhadap WPOP atau WP Badan baru terdaftar 1
(satu) tahun pajak. Tugas penulis dalam seksi ini adalah merekam dan
merekap data milik WPOP maupun WP Badan baru yang terdaftar di KPP
Pratama Bantul. Rincian aktivitas penulis pada saat melakukan praktik kerja
atau magang pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Bantul,

yaitu:

1. Merekam DSE (Daftar Sasaran Ekstensifikasi) WPOP dan WP Badan.
Penulis melakukan kegiatan ini pada tanggal 3 April s/d 5 April 2017.
Perekaman data ini dilakukan agar nantinya Account Representative (AR)
maupun pelaksana pada Seksi ini mudah menemukan WPOP maupun
WP Badan yang akan disampaikan Surat Himbauan. Data ini disusun

berdasarkan alamat tempat tinggal maupun lokasi usaha tempat WPOP
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maupun WP Badan melakukan kegiatan usaha. Data zonasi yang direkam
penulis meliputi Kelurahan Panggungharjo, Pendowoharjo, dan
Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Merekap Data Penjualan WP Badan

Kegiatan ini dilakukan penulis selama 2 (dua) tahap. Pada minggu
pertama yaitu tanggal 6 April s/d 13 April 2013. Dan pada minggu
kedua, penulis melakukan rekap data mulai tanggal 5 Mei s/d 16 Mei
2017. Rekap data penjualan ini dilakukan agar KPP Pratama Bantul
khususnya Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memiliki salinan data
yang akurat untuk nantinya dilakukan pemeriksaan. Data penjualan ini
berpengaruh pada hasil penjualan atau omzet yang menjadi dasar
perhitungan pajak.

Merekap Data Laporan Bulanan PPAT

Penulis melakukan perekapan data laporan bulanan PPAT mulai tanggal
17 April s/d 28 April. Kegiatan ini berlangsung cukup lama karena
banyak PPAT atau notaris yang terdaftar di KPP Pratama Bantul.
Perekapan data PPAT meliputi kegiatan jual beli serta balik nama
kepemilikan tanah maupun bangunan. Data yang direkap hanya tanah
atau bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul saja.

Merekap NPWP Wajib Pajak Baru terdaftar

Kegiatan ini dilakukan penulis pada tanggal 3 Mei dan 4 Mei 2017.

Perekapan ini dilakukan dengan cara mengakses sistem aplikasi yang
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digunakan hampir seluruh kantor pajak modern yaitu aplikasi Sistem
Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

Melakukan mapping atau tagging WPOP dan WP Badan (Geo Tagging)
Geo Tagging merupakan aplikasi yang menggambarkan peta zonasi yang
dapat membantu para aparatur pajak dalam mempetak-petakkan Wajib
Pajak sesuai alamat tempat tinggal dan lokasi kegiatan usaha. Kegiatan
mapping atau tagging ini dilakukan penulis mulai tanggal 17 Mei s/d 19
Mei 2017. Tagging membantu aparatur pajak dalam menemukan wilayah
lokasi Wajib Pajak. Hanya dengan menggunakan kata kunci nama Wajib
Pajak, maka akan muncul data lengkap Wajib Pajak beserta peta zonasi
nya.

Merekap Mail Merge (Alat Keterangan)

Mail Merge atau alat keterangan yang direkap penulis dibuat untuk
membantu aparatur pajak dalam menghimbau Pengusaha Mikro se-
Kabupaten Bantul untuk ber-NPWP. Sebagai orang pribadi maupun
badan yang memiliki penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha
tentunya memiliki NPWP sangat menguntungkan. Selain ikut
berpartisipasi dalam membangun fasilitas negara, NPWP juga
bermanfaat dalam pelaksanaan fungsi perpajakan.

Melayani pembuatan NPWP calon WPOP

Pengalaman penulis dalam menghadapi dan melayani Wajib Pajak
diperoleh saat kegiatan ini berlangsung. Tidak mudah menghadapi Wajib

Pajak yang hanya ingin membuat NPWP untuk keperluan pribadi tetapi
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enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Kegiatan ini penulis
lakukan selama 2 (dua) hari terakhir sebelum masa praktik kerja habis,
yaitu pada tanggal 23 Mei s/d 24 Mei 2017.

Dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja, tidak hanya membantu

karyawan dalam menyelesaikan tugasnya, namun penulis juga memeperoleh

beberapa manfaat. Mafaat yang diperoleh penulis selama melakukan praktik

kerja, yaitu:

1.

6.

Mengetahui pembagian wilayah Kabupaten Bantul meliputi kelurahan
dan kecamatan;,

Mengetahui fungsi kegiatan perekapan data Wajib Pajak yang dilakukan
di KPP Pratama Bantul;

Mengetahui NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atas transaksi yang dibuatkan
akta oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);

Mengetahui cara kerja aplikasi SIDJP (Sistem Informasi Direktorat
Jenderal Pajak) dan Mapping dalam bidang perpajakan;

Mengetahui upaya Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama
Bantul dalam menindak lanjuti DSE (Daftar Sasaran Ekstensifikasi); dan

Melayani Wajib Pajak secara langsung.

B. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 46

Tahun 2013 Pasal 2 ayat (1), Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh

penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak

Penghasilan (PPh) yang bersifat final. Objek pajak yang dikenai PPh PP No.
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46 Tahun 2013 adalah peredaran bruto atau omzet yang tidak melebihi Rp
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu)
tahun pajak.
1. Maksud PP No. 46 Tahun 2014
Ketentuan PPh yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 merupakan
kebijakan pemerintah yang bermaksud:
a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan
perpajakan;
b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi; dan
d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam
penyelenggaraan negara.
2. Tujuan PP No. 46 Tahun 2013
Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini juga didasari dengan
tujuan sebagai berikut:
a. Memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan;
b. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi
masyarakat; dan
c. Menciptakan kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban

perpajakan.
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3. Tata Cara Perhitungan, Penyetoran atau Pembayaran, dan

Pelaporan PPh PP No. 46 Tahun 2013

a. Perhitungan
Perhitungan PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 sangat
sederhana dibandingkan perhitungan PPh lainnya. Dasar pengenaan
pajak pada PPh ini adalah peredaran bruto ataum omzet yang
diterima setiap hari, diakumulasi selama 1 (satu) bulan. Peredaran
bruto atau omzet adalah seluruh jumlah pendapatan yang belum
dikurangi biaya, yang diperoleh dari kegiatan usaha Wajib Pajak.
Perhitungan dapat dilakukan dengan cara pencatatan sederhana.
Pendapatan bruto selama 1 (satu) bulan diakumulasi dan dikalikan
dengan tarif PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, yaitu 1%.
PPh terutang = 1% x omzet per bulan

b. Penyetoran
Penyetoran dilakukan setelah Wajib Pajak menghitung pajaknya.
Namun sebelum Wajib Pajk menyetor, Wajib Pajak harus membuat
kode billing terlebih dahulu. Kode billing dapat dibuat sendiri oleh
Wajib Pajak melalui Internet Banking BRI, website sses.pajak.go.id,
ataupun ATM Mandiri. Tetapi jika Wajib Pajak kesulitan dalam
membuat kode billing, Wajib Pajak dapat meminta bantuan pegawai
Kantor Pos atau pegawai KPP Pratama Bantul. Untuk PPh ini, kolom
Jenis Pajak dan Jenis Setoran diisi seperti berikut:

Jenis Pajak: 411128
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Jenis Setoran: 420
Setelah membuat kode billing, Wajib Pajak bisa membayarkan
pajaknya di Kantor Pos terdekat, Bank, Internet Banking, maupun
ATM. Batas pembayaran palig lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
c. Pelaporan
Kewajiban terakhir Wajib Pajak adalah membuat laporan SPT
Tahunan dan menyampaikannya ke KPP Pratama Bantul. SPT
Tahunan yang digunakan adalah Formulir 1770. Formulir ini dapat
dilaporkan melalui aplikasi e-filling dengan menyertakan lampiran
laporan keuangan berbentuk PDF. Penyampaian SPT Tahunan ini
paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
C. Jumlah WPOP Terdaftar yang Dikenai PPh PP No. 46 Tahun 2013 dan
Penyampaian SPT
Setiap usahawan yang telah memenuhi kriteria subjektif dan objektif
serta melakukan kegiatan administrasi perpajakan, maka disebut dengan
Wajib Pajak terdaftar.Wajib Pajak yang sudah terdaftar, wajib memenuhi
kewajiban perpajakannya. Pada PP No. 46 Tahun 2013, Wajib Pajak yang
menjadi Kkriteria adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau
omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun.
Prosentase Wajib Pajak yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013 jika
dibandingkan dengan Jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Bantul

disajikan dalam tabel 3.1 berikut:
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Tabel 3.1
Prosentase Wajib Pajak Terdaftar yang Dikenai PP No. 46 Tahun 2013

Tahun Jumlah WP | WP PPh PP No. 46 Prosentase
Terdaftar (%0)
2015 95.000 22.217 23,38%
2016 119.810 25.136 20,97%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Berdasarkan data pada tabel 3.1, Wajib Pajak yang mengenakan PP No.
46 Tahun 2013 di KPP Pratama Bantul pada tahun 2015 berjumlah 22.217
Wajib Pajak, sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 25.136 Wajib Pajak.
Prosentase Wajib Pajak yang mengenakan PP No. 46 Tahun 2013 pada tahun
2015 mencapai 23,38%. Namun, pada tahun 2016, prosentasenya menurun
sebesar 2,41% menjadi 20,97%.

Pelaksanaan Prosedur Pengawasan yang dilakukan Seksi Ekstensifikasi
dan Penyuluhan khususnya Account Representative (AR) menunjukkan
adanya perbaikan diri dari Wajib Pajak. Dampak dari adanya pelaksanaan
pengawasan ini salah satunya peningkatan jumlah penerimaan pajak.
Pengaruh dari tertibnya pembayaran pajak bisa dilihat dari penyampaian SPT
yang dilakukan Wajib Pajak. Berikut data penyampaian SPT Tahunan 2016
per Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2016 di KPP Pratama Bantul yang disajikan

dalam tabel 3.2.
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Tabel 3.2
Prosentase Kenaikan Penyampaian SPT
2015 2016 Kenaikan %
Jumlah WP Terdaftar PP 46 22.217 25.136 2.919 13,13%
Jumlah SPT Tersampaikan 10.251 14.112 3.861 37,66%
Prosentase Kenaikan 46,14% | 56,14% 10%

Sumber : Seksi Eksensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Bantul

Berdasarkan data dari tabel 3.2, jumlah Wajib Pajak terdaftar tahun 2015

s/d 2016 mengalami kenaikan sebanyak 2.919 Wajib Pajak dari 22.217

menjadi 25.136 Wajib Pajak, atau jika diprosentasekan sebanyak 13,13%.

Kemudian kenaikan penyampaian SPT dari tahun 2015 s/d 2016 vyaitu

sebanyak 3.861 SPT atau 37,66% dari jumlah 10.251 menjadi 14.112 SPT.

Namun, prosentase kenaikan jumlah SPT tersampaikan tidak melebihi hingga

10%. Hal itu bisa dilihat dari persentase kenaikan dari tahun 2015 s/d 2016

yaitu 46,14% menjadi 56,14%.

Pratama Bantul

1. Dokumen yang Digunakan

a. Dokumen Administrasi NPWP

Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan Pembuatan NPWP pada KPP

Dokumen administrasi NPWP adalah dokumen yang diperlukan

untuk proses permohonan pembuatan NPWP. Bagi Wiraswasta atau

Usahawan, WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :

a) Fotokopi KTP

b) Fotokopi Surat Keterangan Usaha (minimal Kelurahan)
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c) Isi Formulir Pernyataan Usaha bermaterai 6000 (tersedia di
KPP)

d) Isi Formulir Pendaftaran (tersedia di KPP Pratama Bantul)

b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPP Pratama
Bantul yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada
KPP Pratama Bantul tertentu yang berisikan NPWP dan identitas
lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Kartu NPWP adalah kartu yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bantul
yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas Wajib Pajak.
NPWP berfungsi sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal
atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.

d. Surat Setoran Pajak (SSP)
SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat),dengan peruntukan
sebagai berikut:

lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak;
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lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN);
lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama
Bantul;
lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran atau Bank.
Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu
jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat
ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu
Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak
dengan kriteria tertentu
2. Unit Organisasi yang Terkait

a. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Pelaksana pada seksi ini bertugas:
1) Melayani Wajib Pajak;
2) Melakukan perekaman data Wajib Pajak; dan
3) Mendistribusikan data Wajib Pajak pada Seksi Pelayanan.

b. Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan bertugas:
1) Menerima data Wajib Pajak; dan
2) Mencetak Kartu NPWP.

3. Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan Pembuatan NPWP
a. Wajib Pajak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
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(KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan
Wajib Pajak. Disamping melalui KPP atau KP2KP, pendaftaran juga
dapat dilakukan melalui e-registration dengan mengakses

www.pajak.go.id.

Di KPP Pratama Bantul formulir pendaftaran diambil pada bagian

helpdesk. Bagian helpdesk memberitahu persyaratan pendaftaran

yang harus dilengkapi. Syarat mendaftarkan diri menjadi Wajib

Pajak bagi Wiraswasta, Usahawan atau Orang Pribadi yang

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu :

1) Fotokopi KTP pemohon 1 lembar;

2) Surat Keterangan Usaha pemohon (minimal Kelurahan) 1
lembar;

3) Mengisi Formulir Pernyataan Usaha bermaterai 6000 (tersedia
di KPP)

4) Mengisi Formulir Pendaftaran (tersedia di KPP Pratama Bantul)

Kemudian, Wajib Pajak melengkapi dokumen persyaratan yang

selanjutnya diserahkan pada Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan

Penyuluhan.

Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menerima Formulir

Pendaftaran (FP) dan Formulir Pernyataan Usaha (FPU) serta

dokumen  persyaratannya. Kemudian pelaksana mengecek

kelengkapan dokumen.


http://www.pajak.go.id/

C.
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Pelaksana memberikan penyuluhan mengenai kewajiban Wajib
Pajak meliputi perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak
terutang.

Pelaksana berwenang menghitungkan peredaran bruto atau omzet
pemohon setiap bulan sebagai dasar pengenaan pajak terutang milik
pemohon apabila pemohon belum bisa menghitung pajaknya sendiri.
Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, pajak yang harus dibayar yaitu :
1% x omzet per bulan.

Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) sebanyak 2 (dua) rangkap sebagai bukti
bahwa pemohon sudah resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak. Lembar
ke-1 ditujukan untuk Wajib Pajak pada saat akan mengambil Kartu
NPWP, sedangkan lembar ke-2 dilampirkan pada dokumen
pendaftaran. Proses pembuatan NPWP paling lama pada hari kerja
berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratan
diterima secara lengkap.

Pelaksana melakukan perekaman Data Wajib Pajak. Kemudian
pelaksana menyerahkan dokumen pendaftaran beserta rekaman Data
Wajib Pajak ke Seksi Pelayanan untuk proses pencetakan Kartu
NPWP.

Seksi Pelayanan menerima rekaman Data Wajib Pajak beserta

dokumen pendaftaran, kemudian mencetak Kartu NPWP. Kartu
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NPWP diserahkan ke Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
untuk nantinya diserahkan ke Wajib Pajak.

Pelaksana membuat Kode Billing sesuai dengan NPWP Wajib Pajak
yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana penyetoran atau
pembayaran pajak. Selanjutnya Wajib Pajak membayarkan pajak.
Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Kantor Pos, Bank yang
ditunjuk KPP Pratama Bantul, Internet Banking, dan/atau ATM.

. Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah 4
(empat) rangkap.

lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak;

lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN);

lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama
Bantul;

lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran atau Bank.
Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menerima SSP
lembar ke-3 dan SKT lembar ke-1 yang diberikan oleh Wajib Pajak
saat akan mengambil Kartu NPWP.

Wajib Pajak menerima Kartu NPWP dan menandatangani bukti
serah terima NPWP vyang disediakan oleh Pelaksana Seksi

Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
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Berikut merupakan flowchart pendaftaran Wajib Pajak sekaligus
pembuatan NPWP. Setelah menjadi Wajib Pajak, Usahawan wajib

melakukan kewajiban perpajakan.
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Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

( Mulax )

Terima FP dan
Dokumen
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Cek Kelengkapan
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penyuluhan dan
perhitungan pajak
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Lakukan
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Data WP

Data WP
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Pajak

Buat SKT 2
rangkap
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Keterangan

FP (Formulir Pendaftaran)

FPU (Formulir Pernvataan Usaha)

FC KTP (Fotokop: Kartu Tanda Penduduk)
SKU (Surat Keterangan Usaha)

SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

Gambar 3.1

Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak (Penerbitan SKT)
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Seksi Pelayanan

Data WP
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SKT
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Keterangan :

. FP (Formulir Pendaftaran)

. FPU (Formulir Pendaftaran Usaha)

. FC KTP (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk)
. SKU (Surat Keterangan Usaha)

. SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Gambar 3.2

Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak (Pengolahan Data Wajib Pajak dan Pencetakan Kartu

NPWP)
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Pelaksana Seksi Ekstensifikas: dan Penyuluhan

Kartu NPWP

Buat Kode
Billing
Kode Billing

Ternma SSP
lembar ke-4 dan
SKT lembar ke-
1

Beri Kartu NPWP
ke WP & WP
menandatangani
Serah Terima

—— WP Bayar Pajak
Kartu
3 BANK NPWP
a
Wayib Pajak
KPPN
Wayjib Pajak ( Selesat )
Keterangan
1. NPWP (Nomor Pokok Wayb Pajak)
2. SSP (Surat Setoran Pajak)
3. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
4. SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

Gambar 3.3

Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak (Pembuatan Kode Billing dan Pengambilan Kartu NPWP)
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E. Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pajak Penghasilan PP No.
46 Tahun 2013 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul
Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai pihak yang diberikan tugas
dan fungsi untuk menghimpun dan mengelola pajak masyarakat memiliki
fungsi dalam pengawasan Wajib Pajak. Menurut tataran Direktorat Jenderal
(Dirjen) Pajak mengenai fungsi ketiganya, yaitu fungsi pengawasan memiliki
arti tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan
yang berlaku.

Pengawasan Wajib Pajak baru menurut SE-37/PJ/2015 tentang
Pengawasan Wajib Pajak baru adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Dirjen
Pajak untuk mengawasi perhitungan, pembayaran atau penyetoran, dan
pelaporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baru. Pengawasan dilakukan
terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang terdaftar pada tahun
berjalan dan Wajib Pajak terdaftar sejak tahun sebelumnya. Pengawasan juga
dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) dan belum pernah melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak untuk pertama kali sejak terdaftar.

Tujuan pengawasan perpajakan, yaitu:
1. Meningkatkan penerimaan pajak.
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan akurasi

perhitungan, pembayaran, serta pelaporan kewajiban perpajakan.



43

3. Mengetahui ketidakwajaran Wajib Pajak dalam melaporkan serta
menyampaikan SPT

4. Mengurangi jumlah tunggakan pajak akibat dari banyaknya jumlah
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. Meminimalisir wujud sikap perlawanan Wajib Pajak yang berimbas
pada peningkatan Wajib Pajak yang menunggak.

F. Elemen-elemen yang ada pada Prosedur Pengawasan Wajib Pajak
Orang Pribadi Atas Pajak Penghasilan PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP
Pratama Bantul
1. Dokumen yang Digunakan

a. Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama
untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada
Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan. Tanggal dikirim SP2DK adalah tanggal
stempel pos pengiriman, tanggal yang tercantum dalam bukti
pengiriman melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir, atau tanggal
faksimili.

b. Berita Acara (BA)

Berita acara adalah formulir atau blanko yang berisi pemenuhan
panggilan Wajib Pajak dan tanggapan Account Representative (AR)

terhadap Wajib Pajak atas hasil putusan konseling.
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c. Surat Setoran Pajak (SSP)
SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Formulir SSP dibuat dalam
rangkap 4 (empat),dengan peruntukan sebagai berikut:

lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak;

lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN);

lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama
Bantul;
lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran atau Bank.

d. Data Pembayaran (DP)
Data Pembayaran merupakan data yang dimiliki KPP Pratama
Bantul yang digunakan oleh AR dalam memantau kegiatan
pembayaran atau penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Data ini
berbentuk masterfile atau aplikasi yang hanya bisa diakses oleh
pihak KPP Pratama Bantul saja.

2. Unit Organisasi yang Terkait

a. Kepala Kantor (KaKap) Pelayanan Pajak Pratama Bantul
Kepala Kantor bertugas:
1) Melakukan pertimbangan usulan SP2DK dari KaSi; dan

2) Menyetujui penyampaian SP2DK dan menandatangani SP2DK.
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b. Kepala Seksi (KaSi) Ekstensifikasi dan Penyuluhan

1) Melakukan diskusi dengan AR;

2) Meminta tanda tangan KaKap;

3) Melakukan pertimbangan usulan penyampaian SP2DK oleh AR;

4) Membatalkan penyampaian SP2DK sekaligus kasus.
c. Account Representative (AR) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

1) Memantau Wajib Pajak melalui Data Pembayaran;

2) Membuat usulan SP2DK;

3) Melakukan diskusi dengan KaSi;

4) Meminta paraf KaSi;

5) Melakukan konseling kepada Wajib Pajak;

6) Membuat BA,

7) Menginput BA ke Approweb;

8) Melakukan pertimbangan atas sanggahan yang diajukan Wajib

Pajak;
9) Melakukan visit atau pencarian data lain; dan
10) Menutup kasus, jika sudah dianggap selesai.
3. Alur Mekanisme Pengawasan Wajib Pajak Baru
Pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative (AR)

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dilakukan terhadap Wajib Pajak
yang baru terdaftar selama 1 (satu) tahun pajak. Dasar dilakukannya
pengawasan adalah data pembayaran pajak milik Wajib Pajak berbentuk

masterfile yang hanya bisa diakses oleh KPP Pratama Bantul.
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Data Waiib Paiak Pengajuan dan
Pembayaran tidak Jm eIakJukan persetujuan Penerbitan Penyampaian
Pajak Wajib embavaran pemyampaian SP2DK SP2DK
Pajak pembay SP2DK
P Konseling
Wajib Pajak Tindak lanjut Wajib Pajak
perlu atau tidak Tanggapan
erlu membayar tanggapan Wajib Pajak oleh Account Pembuatan BA
P aiak Wajib Pajak Representative
Gambar 3.4

Alur Mekanisme Pengawasan Wajib Pajak Baru

Setelah Account Representative (AR) memantau kegiatan Wajib

Pajak dan menemukan ketidakwajaran, maka Account Representative

(AR) wajib memberi himbauan hingga konseling yang bertujuan agar

Wajib Pajak membayar pajak terutangnya.

G. Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pajak

Penghasilan PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Bantul

Pengawasan Wajib Pajak Orabng Pribadi (WPOP) Baru dilakukan oleh

Account Representative (AR) dengan cara memantau Data Pembayaran (DP)

pajak Wajib Pajak yang dimiliki oleh KPP Pratama Bantul. Jika ditemukan

adanya bukti bahwa Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran, maka

Account Representative (AR) mengadakan hal berikut:

1. Prosedur Persetujuan, Penerbitan, dan Penyampaian Surat

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

a.

Account Representative (AR) download Data Pembayaran (DP)
milik Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tertib melakukan pembayaran,
maka Wajib Pajak tersebut patuh, sedangkan jika Wajib Pajak tidak

tertib melakukan pembayaran pajak maka Account Representative
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(AR) membuat usulan Surat Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan (SP2DK) sebanyak 2 rangkap yang berisikan
himbauan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi panggilan Account
Representative (AR).

. Account Representative (AR) berdiskusi dengan Kepala Seksi
(KaSi) Ekstensifikasi dan Penyuluhan berdasarkan Data
Pembayaran (DP) Wajib Pajak yang menjadi bahan pengawasan
Account Representative (AR). Berdasarkan diskusi, maka
dihasilkan keputusan berupa persetujuan penyampaian SP2DK dan
diberi paraf oleh KaSi atau penolakan penyampaian SP2DK.
Artinya, jika usulan SP2DK ditolak dengan alasan analisis DP
tidak sesuai dan terjadi kesalahan asumsi, maka kasus dibatalkan.
Sedangkan jika KaSi menyetujui dan memberikan paraf pada
SD2DK, maka selanjutnya SP2DK diajukan kepada Kepala Kantor
(KaKap).

KaKap menerima SP2DK yang sudah diparaf KaSi. Selanjutnya,
KaKap menyetujui dan menandatangani SP2DK.

Berdasarkan SP2DK yang sudah diparaf KaSi dan ditandatangani
KaKap, maka SP2DK lembar ke-1 disampaikan dan/atau dikirim
kepada Wajib Pajak, sedangkan lembar ke-2 diarsip oleh Account

Representative (AR).
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2. Prosedur Pengawasan WPOP Baru (Konseling oleh Account

Representative (AR))

a. Wajib Pajak menerima SP2DK dan memenuhi panggilan Account
Representative (AR) dengan datang langsung ke KPP Pratama
Bantul.

b. Account Representative (AR) membuat Berita Acara (BA) rangkap
2 (dua) yang berisi keterangan pemenuhan panggilan Wajib Pajak
serta hasil konseling antara Wajib Pajak dan Account
Representative (AR). Lembar ke-1 diarsip di Seksi Ekstesifikasi
dan Penyuluhan menurut tanggal. Dan lembar ke-2 digunakan
Account Representative (AR) untuk menginput data BA ke dalam
aplikasi Approweb. Approweb adalah aplikasi yang dapat diakses
oleh Account Representative (AR) yang berisi data Wajib Pajak
yang masuk dalam wilayah pengawasannya.

c. Account Representative (AR) melakukan konseling kepada Wajib
Pajak dan menunjukkan bukti DP yang dimiliki KPP Pratama
Bantul.

d. Berdasarkan hasil konseling dan tanya jawab yang dilakukan oleh
Account Representative (AR) terhadap Wajib Pajak, maka Wajib
Pajak memberikan tanggapan yaitu mengakui bahwa selama tahun

pajak berjalan tidak melakukan pembayaran pajak.
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. Account Representative (AR) mewajibkan Wajib Pajak untuk

membayar dan melunasi pajak terutangnya yang selama ini belum
dibayarkan.

Pembayaran Pajak dapat dilakukan di Kantor Pos, Bank, Internet
Banking, maupun ATM.

. Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak (SSP) sejumlah 4
(empat) rangkap.

lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak;

lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN);

lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama
Bantul,

lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran atau Bank.

. Wajib Pajak menyerahkan SSP lembar ke-3 kepada AR sebagai
bukti bahwa Wajib Pajak telah membayar dan melunasi tunggakan
pajak terutangnya.

Jika Wajib Pajak menyanggah, maka Wajib Pajak memberikan
penjelasan kepada Account Representative (AR) berupa alasan
mengapa tidak membayar pajak.

Jika alasan tersebut dapat diterima oleh Account Representative
(AR), contohya usaha yang dijalankan Wajib Pajak sudah tidak
beroperasi dan sudah tidak lagi memperoleh penghasilan, maka

Account Representative (AR) memutuskan bahwa Wajib Pajak
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tersebut tidak perlu membayar pajaknya hingga usaha tersebut
beroperasi kembali.
k. Sedangkan jika alasan Wajib Pajak ditolak, maka Account
Representative (AR) akan melakukan visit atau pencarian data lain.
I. Kemudian Account Representative (AR) mengkroscek kegiatan
Wajib Pajak tersebut dari awal dimulainya kembali dan
menyampaikan kembali SP2DK kepada Wajib Pajak tersebut.
Berikut merupakan flowchart pengawasan WPOP baru atas PPh PP No.

46 Tahun 2013.
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Account Representative (AR)

( Mulat ’

Download DP
WP

—/

Buat usulan
SP2DK 2
rangkap

Diskusi
dengan KaSi1

Tidak

Analisis DP
tidak sesuai

Kasus
dibatalkan

( Selesat )

Keterangan
1. DP (Data Pembayaran)

2. SP2DK (Surat Permuntaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)
3. Usulan SP2DK (SP2DK yang baru dibuat dan diajukan ke Kepala Seksi)
4. SP2DK paraf (SP2DK vyang sudah diparaf oleh Kepala Seksi)

Gambar 3.4

Prosedur Persetujuan, Penerbitan, dan Penyampaian SP2DK
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Kepala Kantor

Tanda tangan
SP2DK

SP2DK 1
(paraf & ttd)

Wajib Pajak

2

Keterangan :

1. SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)

2. SP2DK paraf (SP2DK yang baru diparah cleh Kepala Seksi)

3. SP2DK paraf & ttd (SP2DK yang sudah diparaf oleh Kepala Seksi dan sudah ditandatangani oleh Kepala
Kantor)

Gambar 3.5
Prosedur Persetujuan, Penerbitan. dan Penyampaian SP2DK
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Account Representative (AR)

(o8]

ey

SP2DK 1
(paraf & ttd)

Bertemu
WP

; Buat BA

J

e

Terima
penjelasan
dann WP

Input BA ke
Approweb

Lakukan
Konseling ke
WP

Tanggapan AR

Diterima

Keputusan
WP tidak
bayar pajak

WP cek DP

Tutup
kasus

Tanggapan WP
Menyanggah

:

Mengakui

Bayar pajak
sesuai pajak
terutang

( Selesan )

Wayib Pajak

Ditolak

Lakukan
visit /
pencarian
data lain

Lakukan
kroscek
dari awal
Penyampaan
SP2DK
kembal:

SP2DK

Wajib Pajak

Keterangan
2. BA (Berita Acara)

4. DP (Data Pembayaran)

5. SSP (Surat Setoran Pajak)
6. KPPN (Kantor Pelavanan Perbendaharaan Negara)

1. SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)

3. Approweb (Aplikast milik Account Representative yang bens: data Wayb Pajak)

Gambar 3.6

Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Baru (Konseling oleh Account Representative)
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pajak Penghasilan

PP No. 46 yang dilakukan Account Representative (AR) Seksi Ekstensifikasi

dan Penyuluhan yaitu:

1. Account Representative (AR) mengunduh Data Pembayaran Pajak Wajib

4.

Pajak. Account Representative (AR) mengajukan usulan surat himbauan
yaitu SP2DK kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan,
apabila dari Data Pembayaran tersebut terdapat Wajib Pajak yang tidak
patuh membayar pajak

SP2DK yang sudah diparaf kemudian diajukan ke Kepala Kantor untuk
ditandatangani. Selanjutnya, SP2DK disampaikan kepada Wajib Pajak
melalui pos maupun secara langsung.

Wajib Pajak memenuhi panggilan atau SP2DK dan bertemu dengan
Account Representative (AR). Account Representative (AR) membuat
Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak.

Acoount Representative (AR) melakukan konseling terhadap Wajib
Pajak. Kemudian Wajib Pajak memberikan tanggapan mengapa tidak

melakukan pembayaran pajak.



55

5. Account Representative (AR) menindaklanjuti tanggapan Wajib Pajak.
Apabila Wajib Pajak mengakui tidak membayar pajak, maka Wajib Pajak
harus membayar pajak terutangnya. Sedangkan, apabila Wajib Pajak
menyanggah dengan membuktikan sejumlah data dan dapat diterima
Account Representative (AR) misalnya kegiatan usaha sudah tidak
beroperasi lagi, maka Wajib Pajak tidak perlu membayar pajaknya.
Namun, apabila sanggahan Wajib Pajak ditolak Account Representative
(AR), maka akan dilakukan kunjungan (visit) atau pencarian data lain
terhadap Wajib Pajak.

Hasil dari prosedur pengawasan dapat dinilai dari kenaikan jumlah
penyampaian SPT Tahunan. Kenaikan jumlah penyampaian SPT dihitung
berdasarkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang dikenai PPh PP No. 46 Tahun
2013 di KPP Pratama Bantul. Jumlah Wajib Pajak terdaftar yang dikenai PPh
PP No. 46 Tahun 2013 pada tahun 2016 sebanyak 25.136 Wajib Pajak dari

119.810 Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Bantul.

. Saran

Saran penulis untuk KPP Pratama Bantul dalam prosedur pengawasan
terhadap Wajib Pajak baru yang dikenai PPh PP No. 46 Tahun 2013, antara
lain:

1. KPP Pratama Bantul khususnya Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
lebih meningkatkan rutinitas penyuluhan kepada Wajib Pajak baru

terdaftar mengenai kewajiban perpajakannya, agar KPP Pratama Bantul
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dapat meminimalisir ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam hal penyetoran
maupun pelaporan.

Pada prosedur pengawasan, KPP Pratama Bantul tidak membuat
dokumen seperti SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan
Keterangan) dan BA (Berita Acara) sebanyak 2 rangkap, namun hanya
membuat 1 rangkap saja. Sebaiknya dokumen tersebut dibuat sebanyak
minimal 2 rangkap untuk urusan pengarsipan dan pencocokan dengan

milik Wajib Pajak.
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2. Alamat - U Unp Sumoharjo No. 3, Gose, Gantul

3. Jumlah Karyawan dari UTY : ! (fotu) 0tang

4. Nama karyawan yang merupakan alumni UTY

\rfan  Tauzi

v T

Menurut Anda, bagaimana Alumni FI'I_‘B. UTY dalam hal-hal berikut ini? Mohon untuk
memberikan penilaian dengan cara memberi tanda centang ( V ) pada kolom penilaian untuk

masing-masing jenis kemampuan.

, Penilaian Anda
No. Jenis Kemampuan :
Sangat Baik Baik Cukup Kurang

1 Integritas (etika dan moral) \/
2 Keahlian berdasarkan bidang \/

ilmu (profesionalisme)
3 | Bahasa Inggris v

Penggunaan Teknologi
* Informasi v
5 | Komunikasi §f
6 | Kerjasama tim \/
7 Pengembangan diri v

5. Saran bagi kemajuan FITB UTY agar menghasilkan lulusan yang lebih baik sesuai dengan
kebutuhan dunia kerja.
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PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Jenis pendaftaran

Nomor LHV/LHP

Kategori

Status Pusat-Cabang
NPWP Induk

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib
Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, atau kotak Pendaftaran Secara Jabatan jika formulir
diisi dan ditandatangani oleh Petugas.

diisi dengan nomor LHV/LHP yang mendasart pendaftaran
secara jabatan.

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak vang sesuai
dengan kategori Wajib Pajak yang akan
mendaftarkan /didaftarkan.

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

diisi dengan nomor NPWP induk vang telah ada, dalam hal
pendaftaran Wajib Pajak dengan kategori:

1. Istri dengan perjanjian pemisahan harta dan Penghasilan
(PH);

2. Istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban
perpajakan terpisah (MT]; atau

3. pendaftaran Wajib Pajak dengan status cabang atau
OPPT.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak

diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak sesuai
KTP/Paspor. Gelar diisi dalam hal Wajib Pajak
orang pribadi memiliki gelar.

2. Tempat/Tanggal Lahir : diisi dengan nama kota dan tanggal lahir Wajib

3. Status Perkawinan

4. Kebangsaan

5. Nomor Telepon/HP

6. E-mail

Pajak sesuai KTP/Paspor.

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai.

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai, dengan dilengkapi Nomeor Induk
Kependudukan (NIK) atau nomeor Paspor dan
Negara asal untuk warga negara asing.

diisi dengan Nomor Telepon/Handphone Wajib
Pajak.

diisi dengan alamat e-mail Wajib Pajak.

B. SUMBER PENGHASILAN

Pekerjaan dalam hubungan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang

kerja

Kegiatan Usaha

sesual dengan jenis pekerjaan Wajib Pajak
sebagai karyawan. Untuk pillhan pegawai
lainnya agar diisi dengan uraian nama
pekerjaan.

diisi dengan uraian kegiatan usaha (selain
pekerjaan sebagai karyawan)yang dimiliki oleh
Wajib Pajak.



Merk Dagang/Usaha

Memiliki Karyawan

Metode
Pencatatan

Pembukuan/

Pekerjaan Bebas

Merk Dagang/Usaha
Memiliki Karyawan

Metode
Pencatatan

Pembukuan/

Lainnya

ALAMAT
1. Alamat Tempat Tinggal

2. Alamat Domisili Sesuai
KTP

3. Alamat Tempat Usaha

INFORMASI TAMBAHAN
Jumlah Tanggungan

Kisaran Penghasilan per
Bulan

Pernyataan
Cukup Jelas

Catatan

diisi dengan nama merk atas kegiatan usaha
yvang dimiliki {jika ada).

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai.

diisi dengan tanda silang (X} pada kotak yang
sesuai dengan pilihan metode pembukuan atau
metode pencatatan yang digunakan oleh Wajib
Pajak sehubungan dengan kegiatan usahanya.

Diisi dengan uraian Pekerjaan Bebas (selain
pekerjaan sebagai karyawan) vang dimiliki oleh
Wajib Pajak.

diisi dengan nama merk atas Pekerjaan Bebas
yang dimiliki (ika ada).

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai.

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai dengan pilihan metode pembukuan atau
metode pencatatan yang digunakan oleh Wajib
Pajak sehubungan dengan Pekerjaan Bebasnya.

diisi dengan uraian sumber penghasilan selain
Pekerjaan dalam hubungan kerja (sebagai
karyawan), Kegiatan Usaha, atau Pekerjaan
Bebas.

diisi dengan alamat tempat tinggal Wajib Pajak
yang sebenarnya. (Tidak perlu diisi dalam hal
Pendaftaran dengan kategori cabang dan OPPT).

diisi dengan alamat domisili Wajib Pajak yang
tercantum pada KTP yang dilampirkan Wajib
Pajak.

diisi dengan alamat tempat usaha Wajib Pajak
dilaksanakan.

diisi dengan jumlah tanggungan yang dimiliki
Wajib Pajak (maksimal 3).

diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai dengan perkiraan rata-rata penghasilan
Wajib Pajak setiap bulan.

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak
ditandatangani oleh pemohon atau kuasa
pemohon. Dalam hal pendaftaran secara jabatan
ditandatangani oleh pengusul.



LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR FPER - 20 /PJ/2013
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA
DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN
FENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
A.1. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Likat petunjuk)

Jenis Pendaftaran: D Permohonan Wajib Pajatc D Pendaftaran Secara Jabatan

Nomor LHV/LHP [ l l l i l J I I [ I I

Kategori D 1. Orang Pribadi
DZ. Wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB}
DS. [stri dengan pcrjanjiari pemisahan harta dan penghasilan {PH)
D4. Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah {MT)|

DS. Warisan yang belum lerbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WBT}

Status Pusathabang: NPWP Induk/Pusat (diisi untuk pendaftaran Wajib Pajak kategori nomor 3. 4 atau status

e [Joww  om (1] [0 OO0 O 777 [T

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak

|||l|||I|G='“B=1MgI||l|||||]H
[T T TTT (1 L) T
D 1 Kawin |:] 2 Tidak Kawin
4. Kebangsaan D]ndoncma NIK: L
[]

Gelar Depan l 1

2. Tempat /Tanggal Ighir {1gl- blnr-thn)

3. Status Perkawinan

LI ITITTTTITTITT]
Aoing v | | [ ][ [T TTTTTTTT]
o | LTI
3. Nomor Tetepo  Handphone HRENNEENEEEEEENEREEREREREN
6. Emai o W T T T T I T T I T
B. SUMBER PENGHASILAN :
DPekerjaan dalam hubungan kerja D 1. PNS D 2. TNI/POLR} KLU
D 3. Pensiunan D 4. Pegawai Swasta
D 5. Pegawai BUMN/BUMD D 6. Pegawai Badan Publik (diisi oleh petugas|
D 7. Pejabat Negara/Daerah I:I &, Pekerja pada pemberi kerja ya.ng tidak
termasuk sebagai Subjek Pajak
D 9. Pegawai Lainnya Uraian 1

I:lKegia(an Usaha KLU

(diisi cleh petugas)

HRENENEEEEEEEEEENNEEEENE
Ya DTida}(

Pembukuan |:| Pencatatan

I:chkeljaan Bebas KLwJ

(diisi oleh petugas)

Merk Dagang/Usata NI EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Memiliki Karyawan El Ya D Tidak

Metode Pembukuan/Pencatatan D Pembukuan [:] Pencatatan

D Lainnya KLU

{diisi oleh petugas)

Merk Dagang/Usaha

Memiliki Karyawan

]

Metode Pembukuan/Pencatatan




C. ALAMAT

1. Alamat Tempat Tinggal: [tidak perlu diisi dalam hal pendaftaran dengan kategori cabang dan OPPT}

Jalan

Blok

Nomor

Kelurahan/Desa

Kota/Kabupaten

LT LTI LTI T I LTI}
[TTTLI Jerm [T1]

2. Alamat Domisili sesuai KTP {tidak perlu diisi jika sama dengan alamat tempat tinggal):

] —{ — L

Kecamatan I ’

Nomeor Teiepon/Randphone [ | | ] I

HERENER

LIl e [TT]/TT

Kelurahan/Desa HEEEEEENEENENEEEEREENEEEEE
Kecamatan LI LTI T T I T T I T ]
Kora Kabupaen HEEEENEENEEEENEEEEEEEEEEEE

Kode Pos Il ll Il ‘ || II

Nomor Telepon/Handphone | I I ‘ I l

HEEERNEEN

I INo. Faksimile | I

—

3. Alamat Tempat Usaha:

Jalan

Blok

Nomor

HKecamatarn

L]
L
Kelurahan /Desa I |
L
L

— — —f—

Kota/Kabupaten

Kode Pos D:D:D
Propinsi i ||[|l|[||‘

Nomor Telepon /Harndphone I | l I I l | l I [

LI L]

— |—

|
1

|

D. INFORMASI TAMBAHAN

Jumlah Tanggungan :I

Kisaran Penghasilan Per Bulan Dxurang dari Rp 2.000.000 DRP 2,000.000 s/d Rp 4.999.999

DRP 5.000.000 s/d Rp 9.999.990 Rp 10.000.000 s/d Rp 19.996 999

DRp 20.000.000 atau lebih

E. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenubnyaakan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti: Petugas, Pemechon,

Dbengkap dan Benar

DWP Belum Terdaftar Sebelumnya

NIP,

F.0.03.2.. Lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomeor: PER- ... /PJ/2013 /1/



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.................. {2) berdasarkan
(3), kami yang tersebut &l
%) (5) (€) (7}
Nama G -
Pekerjaan .
Alamat
dalam hal ind bertindak selaioy =
] wae pagai; [ wass; [ xuasa; [ inak yang mewakili; (12)
darl Wajidb Pllalt
Nama eass - (A3
oy I v ] e o
) SRR R IS A SRR LS AR Sk B SR (15)
untuk =
1. menjelasikan alsan dan tujuan diakukan purmtnm
2. menjelasian hak dan kewajidan Wajib Pajak sek ah pek pemerfksaan;
3. hak Wajlb Pajak gajukan perm permoby um.t dilakukan pembahasan dengan Tim Quaity
Assurance Pemerksasn daiam hal terdapat hasil pemerksaan yang delum disepakati antara tim Pamers
Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasi Pemerksaan; dan
4. wnyampakan dan % Koesk Pemerik
Demildan Berita Acara Pertemuan Dangan Walid Pajak inl & buat dengan sebenarmya dan ditandatangani
oleh :
Walid Pajak/Wakd/Kuasa/ Tin Pemerksa Pajak
Pihak Yang Mewakli* ) Superviser,
............................. (16) ek 5 LRSS ( b )
Nie
¥etua Tim,
................................ {18)
NP
Arggota,
................................ {19)
NI

*) Coret yang tiaak peris



PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK

1 Culup jelas.

Diksi dengan harl, tanggal, bulan, dan tahun dtandatanganinya Besfta Acara Pertemuan dengan

" wa Palai.

Diisl dengan nomor dan tanggal Sunt Perintah Pemerficsaan.

Diksl dman nama dan NIP Pemerksa Pajak.

Disl dengan Pangkat dan Golongan Pemerfesa Pajak.

Dilsl dengan jabatan Pemerksa Fajak "Supervisor”, “Ketua Tim®, atau "Anggota Tim™.

Ditsl dengan nama unit Pelaicana Pemeriksaan.

Disl dengan nama Wajlb Pajak, wakil dani mab Pajak, kuasa darl Wajid Pajak, atau pihak yang

3 mewaidl dari Wajib Pajaic

Ditsi dergan pekeqaan Wajid Pajak, waidl darl Wajiid Pajak, kuasa carl Wajid Pajak, atau pihaik

3 yang mewakill dart Wallb Pajak.

Ditsi dengan alamat Wajid Pajak, waildl dar Wapb Pajak, kuasa dart Walid Pajak, atau pibak yang
mewaidll dar Wajlb Pajaic

Diks dengan tanda \ pada kotak yang diperuian.

Diisl dengan nama Wajid Pajak yang diperksa.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan alamat Wajid Pajak yang diperiksa.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Wapb Pajak, wakll darl Wajld Pajak, kuasa darl Wajld Pajak,

" atau pihak yang mewakill Garl Wal Pajak.

Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Supervisor tim Pemertksa
Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Tim Pemertcss Pajak.
Dilsl dengan nama, NIP, dan tanda tangan Anggota tim Pemerficsa Pajak (disesualkan dengan

’ Jjumish anggota tim Pemerksa Pajak).
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HALAMAHN 1

LAMPIRAN - 1
S5PT TAHUNAN PPh WAJIE PAJAK ORANG PRIBADI
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HEREHTERLAM KELAHCAM M
DIRERTOAAT ERMOERAL Pa LH

FPERGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DAL AM HEGERI DARI| LHEAHA

DAMATAU PEKERJAAN BEBAS BAG|I WANE PAME YAMG
MENYELEHNGGARAHAN PEMEBLIKLMMN

TAHUIM PA- M

HEWF

HANS WANE PALAK L

BAGIAM A PEMGHASILAN METO DALAM MEGERI DARI USAHA DANATAL PEMERIAAM BEBAS
(BAGI WANE PAIAH YANG MEMNYELEMGGARAMAM PEMELUMLIAMN)
lremBusuan | LapoRan REANGEN 1 I:I:mu:n OFINI AMUMTEN I:l Dnl::m DRALINT

HANA ARLINTAN PUBLIK -

I
NFWF AELINTAN FUBLIK

L

HANA KANTOR AHLMNTAN PUBLIK .

[

HPWF HANTOR ARLINTAN FUBLIK

MANS HOMSULTAN FAJAE

[]

NAWF HONSULTAN PAJAE

MANA KANTOR KOMSLULTAN FAdis

[]

NAWF HANTOR KOMSULTAN PAJAK

PFEMGHASILAN DAR LESAHA DAMN ATAL PEHERJAAN BEBAS BERDASARMHAM
LAPORAN HEUAMGAN HOMERSLAL -

PEREDARAN LIEAHA

MUELAH
L 1II
b HARGA POHKOE PENJUALAN
o LABARING BRUTO LEEAHA (1ai- b e
s
d. BIAYA USAHE 1
& PEMGHAEILAN METO {1c - id)
|z | FENYESUALAN FASFAL POSITIF

BIAYA FANG DEESANKANTEEL LARKAN UNTUK EEFENTINGAN PRIBAD| WAJIE PALAK ATAL

ik
ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA

b PREMI ASURAMTI EESEHATAN, ASLRANT] KECELAKAAN, ASLIRANT] JIWA, ASLFLANS]
DWIGUMA, DAN ASUIRAME! BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WANS PAJAE

0. PEMGGANTIAN ATAL INEALAN SEHUBUNGAN DEMGAN PEXERIAAN ATAL JAEA YANG
MEERIKAN DALAM BEMTUK NATLURA ATAL BEEMIKMATAN

g JUMLAH YANG MELEBE FEWAIARAN YANG DIEAYARKAMN EEFADA PIHAK ¥ANG MEMPLUNYAL
HIUELMIGAN ISTIMEW A SEHLBUMNGAN DENGAN PEKERMAAN FANG DILAKLIKAN

& HARTA YANG DIHEAHEAN BANTUAM ATAL SUMBANGAN

f. FALIAK PEREHAEILAN

B GAJ YANG DIEAYASEAN HEFADA FEMILIK / DRAMG YAMNG MEMIADI TANGEUMGANNTYA

B SANKEl ADMMETRAS

L SELISH FENYUSUTANAMORTISAS| HOMERSIAL DIATAS PENYLISUTAN AMORTIEAS
FISHAL
J  BIAYA UNTUK MENDAPATHAN, MEHAGH DAN MEMEL HARA FENGHASILAN FANG DEENAKAN
FPh FIMAL DAN FENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUE DBJEK FAJIAK
k. PENYESUALIAN FIEKAL POSITIF LANNYA
L JUKLAH Jasd 3
i] PEMYESUALAN FISHAL NEGATIF:

PEMCGHAEILAN YANG DIEEMARAM PPh FMAL DAN PENGHASILAN YAMG TIDAK TERMASLIK

ke
DBJEK PAJAK TETAF TERMASUE DAL AM PEREDARAN LISAHA
b SELIZH PENYUEUTAN /| AMORTESAS] KOMERSSAL DY BAVWAH PEMNYLISUTAN AMORTERASE FEEKAL
0. PENYESLMIAN FISHAL NMEGATF LAMNNYA
i JUMLAH (3asd. 3o

-1 JUNMLAH BAGIAM A (1 * 3 - 3d)

K
m
*

\(guiu Wni T EEL |

¥
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B
re
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E HALAKAN 2 LAMPIFLAM - 1 2 u
2 SPT TAHUMAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 3
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BT AS 104G I WA FASAR TAMG MEWTELENGG ANLAKAM FEWC ATAT AN I | | | |""| | | |
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—— FEREDARAM LISAHA MHORMA FPEHNGHASILAMN NETD

) EHE LA Feupiah Rupiah
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LAMPIRAN - B z u

i 1m_ “ SPT TAHUMAN PPh WALIE PAJAK ORANG PRIBADI

DAFTAR PEMOTOMGAN PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAM, il | | | |'-‘| | | |
PFPh YANG DIEAYARDIFOTONG DI LUAR MEGERI DAN ﬁ

MR FITEN L ELLSHIC AR B BL ™ BL ™
CMERTOMAT JENDERAL PAISH PN TR T S I Dm Dm-:a-m-rm
T EHGAN SLPIUF CF TR | DRCETIE DENGEN TINTE HIT M #  EEPUITAMDA " X" DALEM T T—- E

- L O] O 0] O] LT
el EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

BAGIAM A: DAFTAR PEMOTOMNGAN PEMUMNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAM, PPh YANG DIBAYAR | DIFOTONG D LLMAR HEGER] DAM PP
DITAMGGUNG PEMERINTAH

HAMA HPWE BUKTI EMIE PAMAK - PP EASAL | JUMUAH PPR YANG DIPOTONG

wo| PEMOTONGPEMUNGUT | PEMOTONGFEMUNGUT | PEMOTONGANFEMUNGUTAN | JEMIS PRI PPN PAS DIFUBIGLIT

FaLAK FALLK e Fupiai)
[ AHGEAL a

1 @ [E] i = o m

p ]

JUMILAH BAGRAMN A& JBA

Findehitsn bemish Bagisn A Kolom T ke Fosmuls 'O Aanghm 12

) - OTPF = FFhDEanggurg Pemerintah
- [Kokom {6 ) diisi demgan pilhan sebagal beriiowl : 29 7 22 1 23 7 24 20 OTP (Conioh - dilis 21, 22 33, 24, M, DTF)

= Jia ierdapal kredi pajak PP Pasal 24, maka jumiah yang dilsi adalah maksimum yang dapal dikredican sesual lampiran jersendii
lihal pefunjei pengisian entang Lampican il Bagian & dan induk SPT angka &)
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FORMULIR

LAMPIRAM - 0l
S5FT TAHUMAN PPh WAJIE PAJAK ORANG PRIBEADI

N
o

5
PEMGHASILAM TYAMG [MHEMAKAH FPAJMH FINAL DANATAL e “
EERSIFAT FINAL &
e m—— ¢ PEMGHASILAM YAMG TIDAN TERMASUK GEJEK FAIAK I o ™ [ ™
- J—
DEMEKTORAT JEMOERAL B ALK DHFEMARLAM
, PEMGHASILAM ISTERFSUAMI TANG PAJAM SECARA J— I
TERPISAH L FE
FERHATIAM: W IIEELLE MZH BT ALAH PETURLLE SEMEE AM L] DENGAR HUFLIF CETAK DEETK DENMGEH THTA

HFWP ]

L[]

HARMA, WAIIE PAJAH I

HNEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

PFEMHGHASILAM YAMNG DIMEMAMAM PAJAH FIMAL DAM ATAL BERSIFAT FINAL

MO JENIES PEMGHASILAMN

DASAR PENGEMNAAN
FALAFENGHASILAN BRUTO

PPh TERUTANG
|Rupdah

[l [F-]

[E]]

5]

JEAINGS OEPOSET, TABUKNGAMN DISKONTD 8

= HEGARA

SLIMAT BERHAMGA

2 |BUNGADISHONTO CELIGHAS]

& JHADEAM LN OLARN

M, TURJANGAN HAM TLA OAKN TEBLIS AN

HLIW FANG DIl

M SERAL NGNS

B [HONOMARERD ATAS BERAN APEN [ APELD

T, |FENGALHAN HAK ATAS TANSH DR T BANGLURARN

| EariG A VARG DITERIS DAL Akl FLAMIG A, BUHIG LINAN GLMA
SETLAF

B |SENAATAS TAMAH DA TAL BANGLINAN

i JUSAHA JASE KOMSTRLES

. |PENTALLMITE ALEMAGEN PRODUS, Bk

B RS, ARAH TANG DIBAYARK. AN DLEH HOPERAT] KEPALS
B ANGGOTA KORERATI

A3 |FERGHASILAN D&R] TRANSAKS] DEMWVATIF

5 FERMNGHASILAN ISTEM OAR ZATU FERERER] KEMIS

PEMGHASILAN LAM YANG [

DANATAL BEMSIFAT FIMNAL

B FUARLAR PAAR, F1RAL

FEMHGHASILAM YANG TIDAK TERMASLUK OBEJEH PAJAKH

MO ELMVBER/JEMIS FENGHASILAN

PEHGHASILAN BRUTO
[Rupiah

[ ) ]

4 |EANTUAN § SUMBANGAN § HBAH

2 [ WARISAN

& BAGIAN LABA ANGGOTA PEREEROAN KOMAMDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSBEKUTUAN
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4 JHLAIM AZURAME] FESEHATAN, KECELAFAAN, JMVA, DWIGUNA, BEASISWA

a |BEADIEVTA

& |FEMGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUR DEJEK FALAk

JURILAH BAGLAM B JBEB
BAGIAN C : PEHGHASILAN IETERKSUAMI YANG DIHEMAKAN Pa 8K EECARA TERPIGAH
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PEMGHASILAN METD IETERUSUAMI YANG DIHEMAMAN PAJAK SECARA TERPIZAH




SPT TAHUMAN PPh WAJIE PAJAK ORANG PRIEADI
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LEMBAR PEMNGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG

BAGIWANB PAIAK YAMNG HAWIN DEMNGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMKIISTERI PI2AH HARTA DAH PEMGHABILAM (PH) ATAL
ISTERI YAHG MEMGHEHDAHR] UNTLRH MEM- ML AMEAN HAH DAN HEWAJIBAN PERPAJAHAMNMNYA SEHDIRI (MT)

Mo Lraian Penghasian Heta Suami Fenghasilan Melo Isierl
15 % 4]
A |FEMGHASILAN NETD

1 |PEMNGHAZSILAN HETD DALAM NEGERI DAR| USAHA DAMIAT AL PEFERJAAN BEBAS
i daei Fomln | 770 Bsgisn & snghs 1

2 |PENMNGHASILAN HETD DALAM NEGERI SEEHUBUNGAMN DENGAN PEXKERJAAN
Diimi dari Mol | TR0 Bsgian & srgks 3 |_I||' mrrealir 1770 § Bsgian & aregls 1

1 |PEMNGHASILAN HETO DALAM NEGERI LAIMNY &
Diimi dari Mool |70 Begian & angks 3 siau Formeslr 1770 S Segian & angls 3

4 |PEMGHASILAN HETD LUAR HEGERI
D s Foraln | 770 Bagian A TO 5 Bisgean & angks 2

3 |ZAHAT ! SUMBANGAN KEAGAMAAN YAMG BERSIFAT WaJIB
Chimi i Mol | TR0 Bsgian & argks £ ﬂ' mrreslir 1770 5 Bsgian & argks =

4 |[JUMLAH{1+Z+ 3 +4-3)

T |KOMPEMZASI KERLUGIAN
Fohumun Blagi WF OF yarg marnslsnggarskan pembukusn. Disl darn Fomulr 1770 Bagean & angka &

4 |JUMLAH PEMNGHASILAN HETO (8-T)

o u] Uraiani Filai

B JUMLAH PENGHASILAN NETDO SUAMI DAM ISTERI [ AB{3) + A-B(d) ]

E IF"EhGHﬂ- SILAN TIDAK KEMA PAJAE I [ 1

=]

IF"Eh.GHﬂ- SILAN KENA PAJAK [B-E]

E IF"A.IE-H. PENGHAZILAN TERUTANG [SABUMGAN)

1 |0 x

2 |19% x

3 |F%x

4 |30% =

JUMLAH PAJAK PENGHAZILAN TERUTANG {SABUMNGAN)

F |F"='|' TERUTANG YANG DITANGGEUNG SUAMI [ (AB.(3) /B xE]

[Pciahicmn r hagian C snghms 13 Fosmedir 1TT

ilmi pacim Eagien i ks u" SLIITY atiy ke bagun C ancks 3 Formdir 1770 5]
& |FPh TERUTAMNG YANG DITAMNGGUNG IETERI [(AB{f / B} KE ]
JPancahican riimi pace Eagien i ke SET lnieri bagian C sngks |3 Fommulis 1770 stau ke bagen C angion @ Fosmr 17T
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SUAMI
Mama
MPYWIP
Tanda Tangan
EBTERI
Mama
MPYWIP

Tanda Tangan




Mama
NPWP
Alamat

Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

NFWF Tempat Usaha
KPF Lokasl

Alamat

Peredaran Bruto Fegagang
Fenmecer

PPh Pazal 23 Oiberyar

lurmilah

Jika Fosrmulir iml tidak mencukupl, dapat dibust sendin sesual dengan bentuk in

Halaman ke- ....... dari ....... halaman

Tanda Tangan, Nama dan Cap




Daftar Jumnlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha

Mama
MPWEP
Alamat

MPWF Tempat Usahs
EFF Lok

Alamat

Peredaran Broio FPh Final 1% Dibayar

Jumish

Jllka Toonmudr inl tidak menosiospl, dapat olbuat sendirl sesual dergan Dentuk inl

Halaman ke- _..... dari

..... halaman

Tanda Tangan, Mama dan Cap




PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

NPWP diisi dengan Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak.
Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak.
Alamat WP diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Catatan: Bagi WP yang belum memiliki NPWP

1. NPWP diisi:

a. Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0 — XXX.000

b. Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0 — XXX.000
2. XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.
Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

NOP

diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Alamat Objek Pajak

diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT.

Catatan: Diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.

Kode Akun Pajak

diisi dengan angka Akun Pajak sebagaimana dalam Lampiran Il untuk setiap akun
pajak yang akan dibayar atau disetor.

Kode Jenis Setoran

diisi dengan angka dalam kolom “Kode Jenis Setoran” sebagaimana dalam Lampiran ||
untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.

Catatan: Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah
dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.

Uraian Pembayaran

diisi sesuai dengan uraian dalam kolom “Jenis Setoran” yang berkenaan dengan Kode
Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.

Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan
Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli.

Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Persewaan Tanah dan Bangunan yang
disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa.

Masa Pajak

diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa
pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu
masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.

Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyetorkan PPh Pasal 25 untuk
beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

Tahun Pajak

diisi tahun terutangnya pajak.

Nomor Ketetapan

diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT)
atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau
menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP
atau putusan lain.

Jumlah Pembayaran

diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.
Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi wpP
yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika
Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.

Terbilang

diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan
bahasa Indonesia.

Diterima oleh Kantor
Penerima Pembayaran

diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima
Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau
setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.

Wajib Pajak/Penyetor

diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas
Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.

Ruang Validasi Kantor
Penerima Pembayaran

diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)
atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP)
oleh Kantor Penerima Pembayaran.




LAMPIRAN |
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 38 /PJ/2009 TENTANG
BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK 1
ZA Ny, DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
\ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ( SS P)
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP sl d b Lo b Ly e d Laog
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
ALAMAT WP
NOP s i) e d Lo i ) L et o b baoo e d L
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
Uraian Pembayaran :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

Ly v v b Ly

Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov | Des

Tahun Pajak

Loy |

Beri tanda silang ( X ) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan s e it e o Al g ¥ 5 3L i ]
Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang @ ..coviecieieiriie e e

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
, Tanggal ..ooooveviiieiciees

Tanggal ........cceeueeee.
Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

&



SURAT SETORAN PAJAK 2

' ) DEPARTENEN KEUANGAN .. LEMBAR
/| DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP)

Untuk KPPN

NPWP S I I TR B BRI B R T i

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP K iomsemaneusmensnsnne sanannsnunesassenesons s e RSO oS ST S SR OIS S SRS SRS SRR S
ALAMAT WP

NOP 2 I I I B B S BN I S B e e

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

. Uraian Pembayaran :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

| | I | I I | | l

Masa Pajak

Mei | Jun Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak

Lo |

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Jan | Feb | Mar | Apr

Beri tanda silang ( X ) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

[/ 0 170

Nomor Ketetapan A A A
Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh

DO N BTN ¢ oo oo o U L A e Ve Son s nn st s s emnse somanGonndnn U8 S it he e musmothsind mom snbin susdoamirRaWe s sURvS SIS RS TSR RS

Wajib Pajak/Penyetor

i TaRERal wassancnasae
Cap dan tanda tangan

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

TANBHAl ooisisnscvsvsonisssemmnsssssvivass
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01




SURAT SETORAN PAJAK 3
Y DEPARTEMEN KEUANGAN R.. LEMBAR

/' DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SS P) Untuk Dilaporkan oleh

Wajib Pajak ke KPP

NPWP SO T R TR R SRR R A I R A O

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

ALAMAT WP B ntenbisenanaun woniade s R S R Y U R S GRS S I T R )

NOP 0 TR N T (N NN O N Y N S S NN M MR B

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP e e S S e T NS S e Ak s sRs aminakian s e semie s e s s e s n e
. Uralan Pembayaran b e ssisssisisamsingssi s

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
[ l l l I I | I l l I --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masa Pajak

Jan [ Feb | Mar | Apr | Mei | Jun Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak

Lo |

Beri tanda silang ( X ) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan S N T VA A A T A B A
Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran U unesrsnnaanssssariusssistssasnisnitises asranessnasenssnsnasnasy donansiensneniamnasshan s i nssenenares Diisi dengan rupiah penuh

TEEBIlANE S s vorroas s v e SR T ST B S T BRI e e T T s e

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
i Tanggal ..o

Tahggal ccvvsusnnns ;
Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : NamalJelas: .oenecicrineeencinnennens

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01




SURAT SETORAN PAJAK 4
@5/, DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR

/' DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Uitk Bank Pérsepsi/
Kantor Pos & Giro
NPWP N NI [ S [ N ST R A R I N R BRI
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP D embesbeer oA AR SRR SRS AP RS g Kare 48N SRS SRS SRS B4R RS S 4 ST AR SR O A AR SRS RO AR AR RS R SR AR RN RS
ALAMAT WP e O SRSV SRSV Y SR SRV R SRS SR SR RO SR NSO BV IR e
NOP S T O T R TR R AR E R T AN R R R A A
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP § e SR S R S SRS T S SO Y e A S T S S SR s
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
| | | 1 | | | | | | l
Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun Jul Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak
Beri tanda silang ( X ) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan 3 RN A BTN A T A B A
Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT
Jumlah Pembayaran R R SO-- -SSR SO SO Diisi dengan rupiah penuh
TOTBITANELS 5uocrvssovvsrvmasrenssnssn i oavadss vavosas A e S S TR o ST S Ut W oMU Vv Mo 0 NS 4o SOV O SR s AT SRR VIUHAT SR
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Waijib Pajak/Penyetor
TanBRAl uicinvovssmsisavsmsssvissmvsae sosvsaesesasevevgn g WANEEAI srisnsssessinnssevsaness
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Namalelas: .o, NamaJelas:  woivssssssnisisamassioss

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01




